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ABSTRAK

Nama : Bayu Kalpikotomo

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE — Ul

Judul . Analisis Beban Pajak Penghasilan Badan Antar Provinsi
Tahun 2007

Tesis ini melakukan analisis terhadap beban pajak dengan mengukur corporate
tax ratio dan Total Tax Contribution Ratio dari Wajib Pajak Badan antar
provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan
data-data yang berasal internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan penerimaan pajak riil dari Surat
Setoran Pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik
beban pajak Wajib Pajak Badan berdasarkan besar kecilnya usaha untuk
memperoleh pemungutan pajak yang adil. Dari hasil penelitian, sebagian besar
provinsi memiliki beban pajak yang kurang ideal dan rendah. Provinsi Sumatera
Utara, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa
Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali yang
memiliki karakteristik beban pajak yang baik dan cukup tinggi.

Kata kunci:

beban pajak, income tax ratio, total tax contribution ratio, wajib pajak badan,
ukuran usaha.
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ABSTRACT

Name : Bayu Kalpikotomo

Study Program : Magister of Planning and Public Policy FE — Ul

Title . Analysis of Interregional Corporate Tax Burden Year
2007

This thesis performed analysis for tax burden with measuring corporate tax ratio
and total tax contribution ratio of interregional corporate tax payer. This
quantitative research using data from data base of Directorate General of
Taxation, especially annual tax return and tax payment data. This research
designed to identify the characteristics of corporate tax burden according to the
size of the corporate tax payer to obtain fair tax collection. This research
conclude that only province of North Sumatera, Lampung, Jambi, Central Java,
DIY, East Java, Central Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi and Bali
which are having tax burden agree with size hypothesis.

Key words:

Tax burden, corporate tax ratio, total tax contribution ratio, corporate tax payer,
corporate size.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Harga minyak dunia di pasar internasional yang semakin tidak menentu
dan cenderung mengalami kenaikan ditengah posisi Indonesia yang bergeser dari
negara pengekspor minyak bumi menjadi negara pengimpor minyak bumi
mengakibatkan pemerintah mengubah orientasi penerimaan negara dari sektor
migas ke sektor non migas. Penerimaan sektor non migas lebih difokuskan pada
penerimaan pajak tanpa mengabaikan penerimaan negara dari sumber penerimaan
non migas lainnya.

Pada tahun anggaran 1969/1970 penerimaan perpajakan pernah
memberikan peranan yang cukup besar pada penerimaan dalam negeri dengan
menyumbang sebesar 70,3% dari penerimaan dalam negeri. Pada tahun yang
sama penerimaan migas hanya menyumbang 19,6% dan penerimaan bukan pajak
menyumbang 10,1% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Keadaan ini berubah
dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya peranan penerimaan migas
walupun pada saat yang sama penerimaan pajak secara absolut juga terus
meningkat.

Pada tahun anggaran 1981/1982 peranan penerimaan migas mencapai titik
tertinggi yaitu sebesar 70,9% dari seluruh penerimaan dalam negeri sedangkan
peranan penerimaan pajak hanya sebesar 26,3% dan penerimaan negara bukan
pajak hanya 2,7%. Setelah tahun anggaran 1981/1982 peranan penerimaan migas
selalu menurun dan pada tahun anggaran 1988/1989 peranan penerimaan pajak
melebihi penerimaan migas yaitu sebesar 52,7% merupakan peranan penerimaan
pajak berbanding 40,7% yang merupakan pernanan penerimaan migas.

Hal ini dapat terjadi karena jatuhnya harga minyak bumi di pasar
internasional dan adanya reformasi di bidang perpajakan yang ditandai dengan
diberlakukannya lima undang-undang pajak baru pada tahun 1984. Undang-
undang tersebut adalah Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan , Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan, Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
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Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewabh,
Undang-undang nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta
Undang-undang nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Materai. Dengan
diberlakukannya lima undang-undang pajak baru tersebut maka pemerintah
mempunyai kekuatan untuk menggali pembiayaan pembangunan dari sektor
perpajakan sehingga lebih mandiri.

Tabel 1.1 Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 1989/1990 s.d. 2005

Realisasi Penerimaan Pajak 1989/1990-2007 (miliar rupiah)
Pajak Dalam Negeri Paj?:t:r?:saigsgﬁan
A:gag:r’;n Jumlah PDBY R(i‘/ji)o
Pen? Pen | peg? | ol | ZRRE | R | Eepor
() (2) () (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) an
REPELITAV
1989/1990 5.754,8 5.986,1 604,4 1.482,2 191,1 1.892,2 173,3 16.084,1 195.583,4 8,22
1990/1991 8.250,0 8.119,2 785,8 1.799,8 216,5 2.799,8 39,8 22.010,9 227.503,2 9,67
1991/1992 9.727,0 9.145,9 9444 1.915,0 298,8 2.871,1 17,1 24.919,3 259.874,1 9,58
1992/1993 12.516,3 10.742,3 1.106,8 2.241,6 2524 3.223,3 8,8 30.091,5 329.764,5 9,12
1993/1994 14.758,9 13.943,5 1.484,5 2.625,8 2834 3.553,3 13,7 36.663,1 382,189,7 9,59
REPELITA VI
1994/1995 18.764,1 16.544,8 1.647,3 3.153,3 301,9 3.900,1 130,6 44.4421 454.523,9 9,77
1995/1996 21.012,0 18.519,4 1.893,9 3.592,7 452,8 3.029.4 186,1 48.686,3 532.607,3 9,14
1997/1998 27.062,1 20.351,2 2.413,2 4.262,8 590,7 2.578,9 81,0 57.339,9 627.724,5 9,13
1998/1999 55.944,3 27.803,2 3.565,3 7.732,9 413,0 2.305,6 4.630,2 102.394,5 955.921,3 10,71
1999/2000% 72.729,0 33.087,0 4.107,3 10.381,2 610,9 4.177,0 858,6 125.951,0 1.138.115,8 11,1
2000% 57.073,0 35.231,8 4.456,1 11.286,6 836,7 6.697,1 331,2 115.912,5 971.502,6 11,9
2001 94.576,0 55.957,0 6.662,9 17.394,1 1.383,9 9.025,8 541,2 185.540,9 1.467.654,8 12,6
2002 101.873,5 65.153,0 7.827,7 23.188,6 1.469,3 10.344,4 231,0 210.087,5 1.610.565,0 13,0
2003 115.015,6 77.081,5 10.905,3 26.277,2 1.654,3 10.884,6 229,7 242.048,2 1.786.690,9 13,5
2004 134.903,8 87.567,3 14.680,0 29.172,5 1.832,2 12.444,2 297,6 280.897,6 2.295.826,2 12,2
2005 142.192,6 98.828,4 13.486,9 28.933,6 2.039,9 12.017,9 344,8 297.844,1 2.784.960,4 10,7
2006 208.133,1 123.035,9 24.043,0 37.772,1 2.2874 12.140,4 1.091,1 409.203,0 3.339.479,6 12,3
2007 238.430,0 154.526,8 83.257,5 44.679,5 2.737,7 16.699,4 4.237,4 490.988,6 3.957.403,9 O | 124
2008 327.497,7 209.647,4 30.927,3 51.251,7 3.034,4 22.763,7 13.578,3 658.700,8 5.949.028,9 7| 11,07

1) Sejak TA 1999/2000 ternasuk PPh Migas
2) Sejak TA 1998/1999 ternasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3)  PDB Sektor Non Migas dan Sektor Migas
4) Disesuaikan dengan klasifikasi baru
5)  Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)
6)  Angka sementara
7)  Angka sangat sementara
Sumber : Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Seperti terlihat dalam table 1.1, ternyata perkembangan peranan

penerimaan pajak tersebut tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan tax ratio
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Indonesia. Tax ratio Indonesia antara tahun 1989/1990 sampai dengan 2008
cenderung stagnan pada tingkat 11% s.d. 12%, hanya pada tahun 2002 yang
mencapai 13% dan 2003 yang mencapai 13,5%.

Sejak tahun anggaran 1988/1989 penerimaan pajak selalu memberikan
kontribusi yang lebih tinggi terhadap penerimaan negara dibandingkan dengan
penerimaan migas, bahkan prosentasenya cenderung semakin meningkat. Hal ini
disebabkan harga minyak dunia yang cenderung turun, produksi minyak nasional
yang cenderung stagnan serta konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri yang
makin meningkat sehingga menekan ekspor migas Indonesia.

Pada tahun 2000 pemerintah kembali meluncurkan kebijakan reformasi
dibidang perpajakan dengan merumuskan Visi, Misi dan Strategi baru Direktorat
Jenderal Pajak sehingga diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat dan
pemerintah.  Pada tahun anggaran 2005, peranan penerimaan pajak telah
mencapai 71% dari total penerimaan dalam negeri dan pada tahun anggaran 2008
penerimaan pajak ditargetkan sebesar 75% dari total penerimaan negara.

Walaupun realisasi penerimaan pajak hampir selalu melampaui target yang
ditetapkan dalam APBN namun fax ratio, tax coverage ratio dan tax compliance
masih menunjukkan angka yang jauh dari harapan. Angka fax ratio Indonesia
tahun 2001 berkisar 12%, sedangkan pada tahun yang sama beberapa negara
tetangga menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu; Malaysia adalah 16%,
Filipina 13,3%, Thailand 14,4%, Vietnam 16,9% dan Srilanka 14,5%. Pemerintah
Indonesia bertekad untuk meningkatkan fax ratio menjadi 19% pada tahun 2009.
Hal ini menunjukan masih terdapat potensi perpajakan yang belum tergali secara
optimal (Bisnis Indonesia, 27 Nopember 2007).

Beberapa peristiwa bahkan memberikan dorongan lebih kuat kepada
pemerintah untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, antara lain:

1. Kirisis moneter tahun 1998 yang melanda negara-negara Asia dimana
Indonesia sebagai salah satu negara yang paling lambat dalam
pemulihan ekonominya. Hal ini disebabkan salah satunya oleh
paradigma fiskal yang terlalu menggantungkan pembiayaan

pembangunan dari utang luar negeri.
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2. Dikabulkannya gugatan kepada pemerintah untuk merealisasikan 20%
APBN untuk anggaran pendidikan. Hal ini akan menambah defisit
APBN jika tidak diimbangi dengan penerimaan pajak yang memadai
sedangkan penerbitan surat utang negara (SUN) untuk membiayai
defisit tersebut merupakan pilihan pabhit.

3. Munculnya kekhawatiran yang luas akan timbulnya krisis ekonomi
dunia sebagai akibat krisis keuangan di Amerika Serikat pada bulan
Agustus 2008. Meskipun secara finansial dan ekonomi Indonesia tidak
hanya tergantung dari Amerika Serikat ternyata dampaknya sudah
dirasakan Indonesia yang ditandai dengan dihentikan sementara
kegiatan perdagangan Bursa Efek Indonesia selama tiga hari sejak hari
kamis tanggal 9 Oktober 2008 sampai Senin 13 Oktober 2008 karena
merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 10,3% dalam

waktu hanya setengah hari bursa (Kompas, 12 Desember 2008)'.

Peristiwa peristiwa tersebut memberikan dorongan pemerintah untuk lebih
mengandalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam membiayai
pembangunan, menstabilisasi ekonomi dan menjamin  kesinambungan
pembangunan ekonomi karena pembiayaan pembangunan dari penerimaan pajak
yang bersifat lebih mandiri.

Penerimaan pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB), Cukai dan Pajak lainnya. Jenis pajak
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah PPh, PPN dan PPn BM,
Bea Materai, PBB dan BPHTB. Sedangkan cukai dikelola oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Untuk penerimaan pajak dalam negeri, sejak Tahun anggaran 1969/1970
sampai dengan tahun anggaran 1990/1991, prosentase penerimaan PPN lebih
besar daripada penerimaan PPh, PBB, Cukai dan Pajak lainnya. Namun sejak

tahun anggaran 1990/1991, prosentase penerimaan PPh lebih tinggi daripada
! Bambang Prijambodo, Gejolak Keuangan dan Pemulihan Ekonomi Dunia, Kompas 12 Desember

2008 hal. 48.
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penerimaan PPN, PBB, Cukai dan pajak lainnya. Prosentase penerimaan PPh
mencapai titik tertinggi pada tahunanggaran 1999/2000 yaitu mencapai angka
60,1%.

penerimaan pajak dalam negeri selalu dibawah 60%, dan baru kembali mencapai

Pada tahun-tahun berikutnya peranan penerimaan PPh terhadap

61,25% pada tahun anggaran 2007.

Di era reformasi dimana otonomi daerah diperluas maka diperlukan
transparansi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah sehingga sejak tahun
anggaran 1999/2000, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan menjadi
penerimaan PPh migas dan PPh non migas. Prosentase penerimaan PPh non
migas selalu lebih tinggi daripada penerimaan PPh migas dalam menyumbang
total penerimaan PPh. Pajak Penghasilan non migas terdiri dari PPh Pasal 21,
PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29
Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal Luar Negeri. Dalam menyumbang
penerimaan PPh, penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan selalu lebih tinggi daripada
penerimaan PPh non migas lainnya.

Tabel 1.2. Rasio PPh Orang Pribadi dan PPh Badan terhadap

Penerimaan PPh

Penerimaan PPh Pajak PIT/ CIT/T
No. Negara Orang IT Tahun
P Badan Total (%)
Pribadi (%)
1 Amerika Serikat (US$) 216.544,0 36.728,0 253.272,0 85,50 14,50 2004
2 Jepang (JPY) 13.810.000,0 9.114.000 22.924.000,0 60,24 39,76 2003
3 Vietnam (VND) 30.400,0 96.400,0 126.800,0 23,97 76,03 2003
4 Filipina (PHP) 91.150,4 112.170,0 243.730,4 37,40 46,02 2003
5 Laos (LF) 139.800,0 225.500,0 365.300,0 38,27 71,73 2003
6 Thailand (THB) 117.307,2 208.858,9 326.166,1 35,97 64,03 2003
7 Papua Nugini (PGK) 758,0 335,0 1.786,0 42,44 18,76 2003
8 | Malaysia (MYR) 10.370,0 27.044,0 374140 | 27,72 72,28 | 2003
9 Indonesia (IDR) 28.755.008,5 | 43.196.782.3 117.401.085,2 24,49 36,79 2004

Keterangan : Angka disajikan dalam nilai jutaan mata uang masing-masing
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Dibanyak negara berkembang, penerimaan pajak penghasilan ditopang
oleh penerimaan Corporate Income Tax (CIT), sedangkan di negara-negara maju,
penerimaan pajak penghasilan sebagian besar berasal dari Personal Income Tax
(PIT). Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya pendapatan perkapita
penduduk, ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, rendahnya pemahaman

warga negara akan pentingnya pajak bagi pembangunan serta masih lemahnya

sistem administrasi perpajakan dan sistem administrasi kependudukan di negara-
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negara berkembang tersebut, sehingga penerimaan PPh lebih banyak dihasilkan
dari Corporate Income Tax (Tanzi dan Zee, 2000). Tabel 1.2 menunjukkan
peranan PPh Orang Pribadi dan PPh Badan di beberapa Negara.

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa meskipun peranan penerimaan PPh Badan
terhadap total penerimaan PPh di Indonesia lebih tinggi daripada peranan PPh
Orang pribadi terhadap total penerimaan PPh, namun persentasenya jauh lebih
kecil daripada persentase yang terjadi di negara berkembang di kawasan Asia
Tenggara. Mengingat sistem administrasi perpajakan dan kependudukan di
Indonesia yang sedang dikembangkan, kesadaran warga negara akan pentingnya
pajak yang masih perlu ditingkatkan serta pengalaman empiris negara-negara lain
terhadap kemampuan mengumpulkan PPh dari Orang Pribadi dan Badan maka
potensi penerimaan PPh Badan di Indonesia masih sangat besar

Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dijalankan oleh
DJP sejak tahun 2001 yang ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar maka DJP
mulai memfokuskan diri pada intensifikasi pajak terhadap Wajib Pajak yang
memberikan kontribusi penerimaan negara terbesar. KPP Wajib Pajak besar
sendiri melakukan administrasi terhadap Wajib Pajak Besar yang seluruhnya
berbentuk Badan Hukum.

Demikian juga dengan diterapkannya sistem administrasi modern di
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang
pada prinsipnya memisahkan adminsitrasi Wajib Pajak berukuran sedang dengan
Wajib Pajak berukuran kecil.

Dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang
perubahan ketiga Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan disebutkan bahwa Perubahan undang-undang Pajak Penghasilan
dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara
universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas
penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh
karena itu, arah dan tujuan penyempurnakan Undang-undang Pajak Penghasilan
tersebut adalah:

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
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b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi
langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman
modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah
tertentu yang mendapat prioritas
Butir keempat huruf a. penjelasan umum Undang-undang nomor 17 Tahun

2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan keadilan
pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal
tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya.
Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk Wajib
Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak
yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping
mempertahankan tingkat daya saing dengan negara- negara tetangga di kawasan
ASEAN.

Sementara itu dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 16 Tahun
2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dinyatakan bahwa penyempurnaan
Undang-undang perpajakan dimaksudkan antara lain untuk:

- menunjang pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan
pengembangan potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian
masyarakat dari kemiskinan.

- Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat
dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Ditinjau lebih lanjut mengenai azas pemungutan pajak maka keadilan
merupakan salah satu azas penting dalam pemungutan pajak. Adam Smith
menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada empat azas
yaitu: equity, certainty, cenvenience, dan economy.

Lebih lanjut Adam Smith mengulas tentang azas keadilan (equality)
sebagai berikut: pengenaan pajak harus adil dan merata, sebanding dengan
kemampunannya untuk membayar (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat

yang diperolehnya. Negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan diskriminatif
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terhadap para Wajib Pajak, sebaliknya Negara harus melindungi para Wajib Pajak
agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil dan seimbang bagi Wajib
Pajak sesuai dengan kemampuannya. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap
semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing,
sehingga setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenai pajak
yang sama pula.

Lebih lanjut azas keadilan ini dijabarkan oleh para ahli menjadi dua yaitu:
a) keadilan horizontal yang menyangkut definisi penghasilan itu sendiri, globality,
nett income principle, personal exemption dan equal treatment for the equals.
Dalam azas ini Wajib Pajak dengan penghasilan yang sama dikenakan pajak yang
sama pula b) keadilan vertikal yang menyangkut wunequal treatment for the
unequals dan progression. Dalam azas ini Wajib Pajak dengan penghasilanyang

berbeda dikenakan pajak yang berbeda pula misalnya dengan tarif yang lebih

besar.

Tabel 1.3. Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 5 % (lima persen)
rupiah)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 10 % (sepuluh persen)
s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d 15% (lima belas persen)
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 25% (dua puluh lima persen)
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : UU PPh Tahun 2000

John Stuart Mill memformulasikan secara lebih konkret tentang teori azas
keadilan ini dengan mengemukakan keadilan berdasarkan kemampuan Wajib
Pajak untuk memikul beban pajak harusnya sama. Ini dikenal dengan nama teori
daya pikul (ability to pay taxes). Tekanan pajak harus sama beratnya untuk setiap
Wajib Pajak dan besarnya jumlah pajak yang dibayar harus sesuai dengan
kemampuannya untuk membayar. Dalam kaitannya dengan ukuran perusahaan
maka Wajib Pajak Badan yang berukuran besar semestinya memikul beban pajak
yang sama besarnya dengan Wajib Pajak Badan yang berukuran sedang maupun

kecil.
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Pasal 17 Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan membedakan
tarif PPh sebagai dalam tabel 1.3 dan tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap
Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 10 % (sepuluh persen)
rupiah)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. 15 % (lima belas persen)
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 30 % (tigapuluh persen)

Sumber : UU PPh Tahun 2000

Dari tabel 1.3 dan tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa tarif PPh berdasarkan
UU nomor 17/2000 bersifat progresif yang memberikan tekanan pajak yang
berbeda-beda untuk Wajib Pajak dengan penghasilan yang berbeda-beda pula.

Oleh karena itu untuk dapat mengetahui tujuan mulia penyempurnaan
Undang-undang perpajakan khususnya Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
dan Undang-Undang PPh maka, perlu diketahui Wajib Pajak mana yang
membayar pajak lebih besar berdasarkan ukuran usahanya, sehingga Direktorat
Jenderal Pajak dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih fokus pada kelompok
Wajib Pajak kecil. Salah satu perhitungan yang dijadikan acuan untuk tujuan
tersebut adalah ukuran perusahaan (Ball dan Foster, 1982;17)

1.2. PERTANYAAN STUDI DAN BATASAN MASALAH
1.2.1. PERTANYAAN STUDI

Studi ini telah mengidentifikasi masalah yang terjadi akibat
diklasifikasikannya Wajib Pajak Badan menjadi beberapa kelas berdasarkan
ukuran perusahaan dimana ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan besarnya
peredaran usaha menurut kriteria Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan
menengah. Permasalahan tersebut adalah:

e Apakah perusahaan yang ukurannya besar akan memikul beban pajak

lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil ditinjau dari tarif

efektif pajak dan Total Tax Contribution Ratio-nya?
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1.2.2. BATASAN MASALAH

Studi ini memberikan beberapa batasan atas masalah yang diteliti. Adapun

batasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kurun waktu penelitian yang dilakukan adalah tahun 2007

b. Yang menjadi objek penelitian untuk wajib pajak badan adalah perusahaan

1.3.

bukan Yayasan atau bentuk badan usaha lainnya.

Hal ini mengingat bahwa yang dimaksud dengan Badan dalam Pasal 1
Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer dan perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan

bentuk usaha lainnya.

. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di seluruh

Indonesia

. Klasifikasi ukuran Wajib Pajak berdasarkan pada besarnya peredaran usaha

atau hasil penjualan tahunan berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) yang
menggolongkannya sebagaimana dalam tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6. Golongan Usaha Berdasarkan Ukuran

Golongan Usaha Hasil Penjualan Tahunan
Besar Diatas Rp 50 miliar
Menengah Antara Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar
Kecil Antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar
Mikro Paling banyak Rp 300 juta

Sumber : Departemen Koperasi dan UKM.

TUJUAN PENELITIAN

Beberapa tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:
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a. Mengkaji hubungan keterkaitan antara ukuran perusahaan dengan beban
pajak yang ditanggung perusahaan dilihat dari tarif efektif pajaknya untuk
tiap-tiap provinsi pada tahun 2007.

b. Mengkaji hubungan keterkaitan antara ukuran perusahaan dengan beban
pajak yang ditanggung perusahaan dilihat dari Total Tax Contribution Ratio
untuk tiap-tiap provinsi pada tahun 2007.

1.4  MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Menambah wawasan para akademisi mengenai hubungan antara ukuran
perusahaan dengan tarif efektif pajak penghasilan

b. Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal
Pajak agar dapat meningkatkan efektifitas pengawasan, intensifikasi pajak
dan penegakan kepatuhan terhadap Wajib Pajak Badan baik untuk Wajib
Pajak Besar, Wajib Pajak Sedang, maupun Wajib Pajak Kecil.

1.5 METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui beban pajak yang
ditanggung oleh Wajib Pajak Badan berdasarkan besar kecilnya ukuran
perusahaan. Ukuran perusahaan diklasifikasikan berdasarkan besarnya peredaran
usaha yang diatur dalam Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan menengah.
Besarnya beban pajak dihitung dengan menentukan tarif pajak efektif dan Total
Tax Contribution Ratio (TTCR).

Mengacu pada penelitian Gorter dan Mooij (2001) dan Buijink et al.
(1999) tarif efektif dihitung dengan rumus:

Income Tax Paid

x 100%

Gross Profit
Maka data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini adalah :
a. Income Tax : PPh terutang harus dibayar perusahaan dalam tahun pajak
yang diteliti
b. Net Sales : penjualan perusahaan dikurangi potongan penjualan dan retur

c. Penjualan perusahaan
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d. Harga Pokok Penjualan
Sementara itu, Mendoza et. al (1994) merumuskan tax ratio untuk
menganalisis beban pajak dengan rumusan yang lebih tajam yaitu:

Taxes on income, profits, and capital gains on corporation
x 100%

Corporate Operating surplus

Dan mengacu pada analisis yang diterapkan oleh Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) dan United States Government Acconting Olffice
(US GAO) melakukan analisis lanjutan yang disebut 7Total Tax Contribution Ratio
(TTCR) yang diperkenalkan oleh Pricewater Coopers. TTCR dihitung dengan formula

TTCR =TTP
(ON
dimana,

TTP  :Total Tax Paid
oS : Operating Surplus

Oleh karena penggolongan ukuran Wajib Pajak berdasaran besarnya
peredaran usaha maka semua data tersebut diatas tercantum dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan yang dilaporkan Wajib Pajak ke
Kantor Pelayanan Pajak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem pengambilan sample
bertujuan (purposive sampling) yang merupakan bagian dari metode non
probability sampling. Anggota populasi yang tidak memenuhi syarat tidak
diambil sebagai sample penelitian. Syarat pengambilan sampel adalah sebagai
berikut:

a. Memiliki data Peredaran Usaha, karena jika tidak ada maka tidak dapat
ditentukan operating cash flow.

b. Peredaran usaha dikurangi Harga Pokok Penjualan hasilnya positif
sehingga kemungkinan terdapat pajak terutang

c. Memiliki Pajak Terutang

Tarif Pajak Efektif yang telah dihitung selanjutnya digunakan untuk
menganalisis beban pajak tiap golongan ukuran perusahaan. Selanjutnya

dilakukan perbandingan Tarif Pajak Efektif yang dilaporkan Wajib Pajak dalam
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SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 dengan hasil perhitungan Tarif Pajak
yang Efektif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik dengan
pengujian sebagai berikut:

a. Perusahaan dipisahkan berdasarkan besar kecilnya yang disesuaikan
dengan jumlah peredaran usahanya. Pemisahan ini dilakukan dalam skala
agregat per provinsi. Dari masing masing katagori ditentukan tarif efektif
pajak yang telah dihitung sebelumnya, sehingga dapat dilihat apakah
perusahaan besar memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi daripada
perusahaan yang lebih kecil.

b. Menghitung 7ax Ratio dari masing-masing golongan perusahaan dengan
menggunakan formula Corporate Tax Ratio yang dirumuskan oleh
Mendoza et al (1994) dan formula Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) dan United States Government Acconting Office (US
GAO) sehingga diperoleh analisis beban pajak berdasarkan 7ax Ratio

untuk tiap-tiap ukuran perusahaan.

1.6  SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini ditulis dalam lima bab dan masing-masing bab akan terbagi
dalam beberapa subbab dengan perincian sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan disajikan latar belakang penelitian, rumusan
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar permasalah yang diteliti.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan tinjauan pustaka yang akan membantu
memahami dasar-dasar pemungutan pajak, gambaran perpajakan di indonesia dan
tarif pajak efektif
BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang akan digunakan dari perumusan
permasalahan dan hubungannya dengan variabel penelitian, pengambilan sampel,

pembatasan sampel, dan teknik pengolahan data.
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BAB IV GAMBARAN UMUM PENRIMAAN PAJAK INDONESIA

Bab ini memberikan informasi umum mengenai penerimaan pajak
Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang. Meliputi peranan penerimaan pajak
terhadap penerimaan dalam negeri, peranan penrimaan Pajak Penghasilan terhaap

penerimaan dalam negeri dan lain-lain.

BAB V ANALISIS BEBAN PAJAK PENHASILAN BADAN DENGAN
MENGGUNAKAN TARIF PAJAK EFEKTIF

Bab ini akan menguraikan gambaran data penelitian dan hasil penelitian
dimana akan dijelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif,
Wajib Pajak yang berukuran apa yang memiliki tarif pajak efektif tinggi, serta
bagaimana kinerja penerimaan PPh Badan dilihat dari perbandingan Tarif Pajak

Efektif dengan Total Tax Contribution Ratio.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang
telah dilakukan, implikasinya bagi kebijakan publik serta pengungkapan
keterbatasan penelitian yang dilakukan. Saran-saran juga diberikan dalam bab ini

dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengukuran Beban Pajak (Tax Burden)

Di setiap negara, integrasi perekonomian nasional mendorong pengambil
kebijakan untuk secara kritis mengevaluasi sistem perpajakan yang berlaku.
Evaluasi yang dimaksud adalah dalam konteks pengambil kebijakan perpajakan
dan pemangku kepentingan lainnya menginginkan dampak yang lebih baik
sebagai akibat diambulnya sebuah kebijakan perpajakan terhadap investasi,
ketenagakerjaan, dan keseluruhan kondisi perekonomian. Pembuat kebijakan
memberikan perhatian pada kemungkinan sistem perpajakan saat ini mungkin
menghambat aktivitas ekonomi dan pengurangan pengangguran dan lebih
cenderung menekankan pada aspek penerimaan negara (budgetair). Oleh karena
itu, tarif pajak yang kompetitif dan keinginan untuk membiayai belaja negara
murni dari pajak sebagai wujud kemandirian bangsa merupakan aspek yang harus
dipertimbangkan secara seimbang.

Pada saat yang sama, peningkatan kesulitan untuk memungut pajak dari
modal sebagai akibat dari peningkatan mobilitas modal dapat meningkatkan
tekanan untuk menggeser beban pajak secara gradual dari pemilik modal kepada
pekerja atau konsumsi barang dan jasa.

Para analis kebijakan telah mengembangkan banyak ukuran untuk menilai
beban pajak dan pengaruh perpajakan terhadap aktivitas ekonomi. Beberapa
ukuran yang dapat dipakai untuk mengukur beban pajak adalah:

1. Nominal Tax Rate (Tarif Pajak Nominal)

2. Tax-to-GDP ratios/Tax Ratios

3. Average Tax Rate (Tarif Pajak Rata-rata)

4. Marginal Effective Tax Rate (Tarif Pajak Efektif Marjinal)

2.2 Nominal Tax Rate (Tarif Pajak Nominal)
Ukuran beban pajak yang paling dasar adalah Nominal Tax Rate (Tarif

Pajak Nominal) atau bisa disebut juga Statutory Tax Rate. Tarif Pajak Nominal
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(tarif nominal) adalah ukuran yang relevan untuk mengukur beban pajak karena
memberikan sinyal yang penting dan paling mudah diketahui bagi pelaku
ekonomi dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan faktor pajak.
Misalnya keputusan untuk melakukan investasi baru, menambah investasi atau
membagi keuntungan.

Namun demikian, sebagaimana telah diketahui secara umum, tarif nominal
Memberikan gambaran beban pajak yang kurang lengkap, karena biasanya beban
pajak yang sesungguhnya lebih rendah daripada tarif nominal yang dinyatakan.
Penyebabnya adalah karena penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan
Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang diperoleh dari pengolahan data transaksi
keuangan berdasarkan standard akuntansi yang telah ditentukan dapat berkurang
karena adanya ketentuan yang memberikan pengurangan kepada penghasilan kena
pajak sebelum tarif nominal diterapkan untuk menghitung pajaknya. Seperti
misalnya kompensasi kerugian dari pariode (tahun pajak atau masa pajak)
sebelumnya, skema penyusutan menurut ketentuan pajak yang lebih cepat
daripada menurut standard akuntansi, insentif fiskal untuk menarik investasi dan
untuk riset dan pengembangan, serta adanya manajemen perpajakan yang
diterapkan masing-masing wajib pajak.

Tarif Pajak nominal di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Tarif PPh untuk Orang Pribadi berdasarkan Undang-undang nomor 17
Tahun 2000, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2008

Tabel 2.1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 5%
rupiah) (lima persen)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 10 %
s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d 15%
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 25%
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 35%

(tiga puluh lima persen)

Sumber : UU PPh Tahun 2000
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b. Tarif PPh untuk Badan dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Undang-
undang nomor 17 Tahun 2000, yang berlaku sampai dengan 31 Desember
2008

Tabel 2.2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap
Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 10 % (sepuluh persen)
rupiah)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. 15 % (lima belas persen)
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 30 % (tigapuluh persen)

Sumber : UU PPh Tahun 2000

c. Tarif PPh untuk Orang Pribadi berdasarkan Undang-undang nomor 36
Tahun 2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009

Tabel 2.3. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU nomor 36

Tahun 2008.

Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta 5%
rupiah) (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) 15%
s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta (lima belas persen)
rupiah)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 25%
rupiah) s.d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30%

(tiga puluh persen)

Sumber : UU PPh Tahun 2008

d. Tarif PPh untuk Badan dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Undang-
undang nomor 36 Tahun 2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai
dengan 31 Desember 2009 adalah 28%.

e. Tarif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh
Pasal 4 Ayat (2) atau yang biasa disebut PPh Pemotongan dan
Pemungutan bervariasi dari 1,5% sampai dengan 20%.

f. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
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g. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 5%

h. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 5%

2.3 Tax-to-GDP ratios/Tax Ratios

Pendekatan kedua untuk menghitung beban pajak bagi WP OP dan WP
badan adalah dengan membagi total pajak yang dibayar Wajib Pajak dengan
Gross Domesti Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), dinyatak
dalam persentase. Sebagai alat untuk mengukur beban pajak, Tax Ratio harus
diinterpretasikan secara hati-hati.

Tax ratio yang merupakan perbandingan antara total penerimaan pajak
dengan PDB hanya memberikan sedikit informasi mengenai beban pajak yang
yang harus ditanggung oleh WP OP dan WP Badan. Hal ini dapat diketahui
dengan menganalisis lebih dalam terhadap rasio penerimaan Pajak Penghasilan
Badan terhadap PDB (PPh Badan/PDB). Pada rasio PPh Badan/PDB, merupakan
rasio yang berasal dari dua rasio, yaitu:

PPhBadan

—— x 100%
LabaBersih
Laba Bersih sebelum pajak

2. LabaBersih x 100%

PDB

Rasio pertama, yang menghasilkan tarif PPh Badan rata-rata, akan
bervariasi berdasarkan perubahan tarif nominal dan perubahan Penghasilan Kena
Pajak (Tax Base). Perubahan pada rasio ini memberikan gambaran mengenai
perubahan kebijakan perpajakan, efisiensi administrasi perpajakan, kepatuhan dan
perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak sebagai respon atas kebijakan
perpajakan.

Rasio kedua, laba bersih terhadap PDB, akan bervariasi tergantung dari
fluktuasi kontribusi laba usaha terhadap keseluruhan nilai tambah dalam
perekonomian.

Jika diasumsikan peraturan perpajakan yang menentukan besarnya PPh
dan Penghasilan Kena Pajak adalah tetap, dan juga diasumsikan tidak ada

perubahan praktek perpajakan dalam hal sistem administrasi (dari sisi fiskus) dan
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kepatuhan (dari sisi Wajib Pajak), penurunan laba usaha terhadap PDB dapat
menyebabkan penurunan 7ax Ratio. Hasil dari perhitungan rasio ini dapat
diinterpretasikan secara keliru sebagai indikasi penurunan rasio PPh terhadap laba
usaha.

Dengan adanya interaksi perubahan kebijakan perpajakan, efisiensi
administrasi perpajakan, kepatuhan dan perencanaan pajak dengan fluktuasi
kontribusi laba usaha diatas maka penggunaan 7Tax Ratio ini untuk menganalisis
beban pajak harus dilakukan dengan berhati-hati.

Keterbatasan yang kedua dari penggunaan rasio PPh Badan terhadap PDB
adalah hanya menghitung satu jenis pajak saja (PPh Badan) dari beberapa jenis
pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak yang berasal dari laba usaha. Beberapa jenis
pajak yang dibayar Wajib Pajak berasal dari penghasilannya, misalnya Pajak
Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, PPh yang besifat fina dan lain-lain.

Selanjutnya, yang ketiga, rasio ini menghitung pula kerugian usaha
(negative profit) yang dimasukkan dalam jumlah PDB, yang semestinya
dikeluarkan dari penghitungan ketika menghitung tarif pajak efektif pada usaha
yang menghsilkan keuntungan.

Terakhir, rasio PPh Badan terhadap PDB ini mungkin memasukkan pajak
yang berasal dari pembagian laba ditahan yang ditanggung perusahaan dalam
perhitungan PPh yang dibayar perusahaan. Dimana pajak ini masih diperdebatkan
antara pajak yang ditanggung perusahaan atau pajak yang ditanggung oleh
pemegang saham, sehingga semestinya dihitung untuk mengukur besarnya beban

pajak orang pribadi.

2.4 Average Tax Rate (Tarif Pajak Rata-rata)
Americans For Fair Taxation' mendefinisikan Average Tax Rate (Tarif
Pajak Rata-rata) bisanya disingkat ATR sebagai “the ratio of the amount of taxes

paid to the tax base (taxable income or spending)”.

* Americans For Fair Taxation , “The difference between statutory, average, marginal, and
effective tax rate”, 2007, h 1-4.
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ATR adalah cara ketiga untuk mengukur beban pajak bagi WP OP dan WP
Badan. Untuk menghitung ATR bagi WP OP, semua pajak yang dibayar WP OP
dibagi dengan penghasilan WP OP. Penghasilan didefinisikan sebagai jumlah
konsumsi ditambah dengan perubahan kekayaan bersih dalam satu periode
tertentu.  Dalam peraturan perpajakan Indonesia, penghasilan didefinisikan
sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun’.

ATR dapat mengatasi keterbatasan analisis yang timbul dari analisis beban
pajak menggunakan tarif nominal dan tax-to-GDP ratios. Keuntungan analisis
dengan ATR dibandingkan dengan tarif nominal adalah ATR memperhitungkan
berapa besar pajak yang sebenarnya dibayar oleh Wajib Pajak. Dibandingkan
dengan tax-to-GDP ratios, ATR juga memberikan analisis yang lebih dalam
secara individul atau kelompok Wajib Pajak yang lebih kecil karena penggunaan
surplus usaha atau keuntungan sebagai pembagi (penyebut) dalam perhitungan.

ATR biasanya digunakan dalam praktek untuk menganalisis beban pajak
bagi WP Badan atau sektor usaha secara umum, sebagaimana dipaparkan
sebelumnya bahwa ATR menggunakan surplus usaha atau keuntungan sebagai
denomnator yang lebih sempit dibadingkan PDB pada tax-to-GDP ratios. ATR
memperhitungkan pengaruh peraturan perpajakan yang spesifik seperti insentif
pajak untuk investasi, kredit pajak, penyusutan dipercepat, kompensasi kerugian
dan lain-lain. Jadi beberapa keterbatasan pada analisis dengan tarif nominal dan
tax-to-GDP ratio dapat diatasi, namun penggunaan ATR harus tetap dipahai
secar hati-hati karena penggunaan surplus usaha sebagai denominator daripada
PDB.

Dalam menghitung ATR untuk WP Badan, penekatan standar adalah
dengan membandingkan total pajak yang sebenarnya dibayar dengan pendapatan
perusahaan. Untuk menghitung ATR secara agregat untuk semua perusahaan
maka dibandingkan total pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan dengan

surplus usaha perusahaan yang relevan. Surplus usaha diperoleh dari nilai

> Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan
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penjualan dikurangi input antara termasuk biaya bunga dan biaya gaji atau upah.
Surplus usaha dapat juga dihitung dengan menjumlahkan bentuk lain dari surplus
usaha dari modal sendiri berupa pendapatan bunga, sewa, royalti, dividen dan laba
ditahan.

Total surplus usaha dalam perekonomian akan berbeda pada tingkat total
laba kotor komersial dan keuntungan ekonomi yang sebenarnya. Sebab utamanya
adalah pada perhitungan laba usaha tidak dimasukkan pendapatan bunga atau
sewa. Pendapatan bunga atau sewa dimasukkan pada pendapatan luar usaha.
Sedangkan total pajak yang dibayar yang diperhitungkan dalam ATR
memasukkan pajak-pajak yang dibayar yang berhubungan dengan pendapatan luar
usaha tersebut.

Namun demikian perhitungan ATR dari data agregat atau data pada level
perusahaan memiliki kelemahan karena memasukkan kompensasi dari kerugian
periode sebelumnya dan penghasilan dari luar negeri. Idealnya, data mikro yang
lebih detil dapat digunakan untuk mendapatkan data pajak yang sebenarnya
dibayar yang relevan dan data komposisi laporan keuangan yang menghasilkan
laba usaha dan penghasilan bersih perusahaan agar dapat dilakukan penyesuaian
yang diperlukan. Penyesuaian data pajak yang dibayar dan laba usaha yang
diperoleh diperlukan agar didapatkan konsistensi dalam penghitungan pajak yang
diabayar sebagai pembilang dan penghasilan secara ekonomi sebagai penyebut.

Penggunaan data mikro akan memungkinkan penghitungan ATR
berdasarkan sektor usaha, berdasarkan ukuran perusahaan (perusahaan kecil,

sedang dan besar) dan lain-lain.

2.5 Marginal Effective Tax Rate (METR)

Marginal Effective Tax Rate (METR) adalah tarif pajak yang dikenakan
terhadap nilai uang terakhir dari dasar pengenaan pajak (Taxable Income atau
belanja). METR sering diterapkan pada perubahan (kenaikan) pajak yang harus
dibayar Wajib Pajak jika penghasilannya meningkat.

Fullerton® (1984) mendefinisikan METR yang berasal dari pendapatan

modal usaha sebagai nilai ekspektasi rate of return sebelum pajak dikurangi nilai

% Don Fullerton, “Which Effective Tax Rate?”, National Tax Journal, 37 (1), 1984, hal. 23-41
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ekspektasi rate of return sesudah pajak pada investasi marginal baru dibagi rate of
return sebelum pajak.

Secara teoritis METR mengukur pengaruh pajak pada tingkat
pengembalian (rate of return) yang diinginkan investor, dengan demikian METR
dapat digunakan untuk mengukur insentif pajak untuk invetasi baru atau
menginvestasikan laba ditahan. METR dapat dibandingkan antar berbagai proyek
investasi, antar kelompok investasi, metode pembiayaan dan antar Negara.

Hasil dari analisis dengan METR harus diinterpretasikan secara hati-hati
karena beberapa sebab anatra lain bahwa analisis dengan METR hanya
memasukkan sebagian dari sistem perpajakan yang berlaku dan METR didasarkan
pada asumsi bahwa investor membayar pajak berdasarkan tariff nominal. Dalam
berbagai suvey di negara-negara Wajib Pajak sering kali membayar pajak pada

tingkat tarif efektif yang lebih rendah’.

2.6 Penggunaan Tax Ratio untuk berbagai analisis

Penggunaan Tax Ratio untuk melakukan analisis beban pajak pada
berbagai jenis subjek pajak penghasilan telah banyak dilakukan. Dari studi
mengenai pengaruh pajak pada kesejahteraan tebaga kerja (buruh), sampai dengan
pengaruh pajak pada penghasilan dari model (investasi)®.

Di negara-negara maju yang menjadi anggota OECD, penelitian mengenai
bebab pajak dengan menggunakan analisis 7ax Ratio sudah dilakukan tahun 1979
sampai dengan tahun 2000. Ruang lingkupnya sangat luas dari mulai tax ratio
untuk Personal Income Tax, Labor Tax, Capital Income Tax, Corporate Tax,
Consumption dan Energy. Penelitian mengenai Tax Ratio dapat dilihat pada tabel
2.6 dibawah ini

Secara umum, pendekatan untuk menghitung tax ratio pada penelitian
diatas adalah :

1. Tax-to-GDP Ratios

2. Statutory tax analysis diantara negara-negara OECD

7 Centre for Tax Policy, “Measuring Tax Burden: An Overview”, OECD, butir 1.5

¥ Don Fullerton, Op. cit .
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